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ASN
Bimtek
BPBJ
DPP
HPS
KITAP
KPA
KTP
LKPP
LPSE
NPWP
OPD
PA
Pokja
PPK
RUP
SDM
Sekda
SIMAKDA
SIPABAJI
SIRUP
SKPD
SOP

DAFTAR SINGKATAN

. Aparatur Sipil Negara

: Bimbingan Teknis

: Badan Pengadaan Barang dan Jasa

: Dokumen Persiapan Pengadaan

: Harga Perkiraan Sendiri

: Kartu Izin Tinggal Tetap

: Kuasa Pengguna Anggaran

: Kartu Tanda Penduduk

: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
: Lembaga Pengadaan Secara Elektronik

: Nomor Pokok Wajib Pajak

: Organisasi Perangkat Daerah

: Pengguna Anggaran

: Kelompok Kerja

: Pejabat Pembuat Komitmen

: Rencana Umum Pengadaan

: Sumber Daya Manusia

: Sekretaris Daerah

: Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi
: Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi
: Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

: Satuan Kerja Perangkat Daerah

: Standard Operasional Pelayanan
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